[ SALINAN J

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI PONOROGO,

bahwa dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup perlu
dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi pada Dinas
Lingkungan Hidup agar menghindari terjadinya tumpang
tindih tugas dan fungsinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup, perlu diubah  dengan
menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 lenlang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati Il
Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan  Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur &
Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S
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3. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor
1887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menter:
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 137);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 74 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Derah Propinsi
dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Urusan
Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor
0);

9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan
Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP.
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 20ie
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor
79) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 20

(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, terdiri dari :
a. Seksi Kebersihan dan Pengangkutan Sampabh;
b. Seksi Persampahan dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah
Domestik;
c. Seksi Pertamanan dan Penataan Keindahan Kota.

(2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Seksi Persampahan dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Domestik
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengelolaan sampah domestik, menyiapkan bahan penyusunan
rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengelolaan
sampah domestik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Persampahan dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Domestik
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan informasi pengelolaan sampah domestik tingkat
Kabupaten;

b. penetapan target pengurangan sampah domestik dan prioritas jenis
sampah untuk setiap kurun waktu tertentu,

c. perumusan kebijakan pengurangan sampah domestik;
d. pembinaan pembatasan timbunan sampah domestik;

e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang
mampu diurai oleh proses alam;

f. pembinaan pendaurulangan sampabh;

g. penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;

h. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;

pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan sampabh;
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J. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan
produk;

k. penyediaan sarana prasarana pengolahan sampabh;

l. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan
sampah;

m. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
tugas pokoknya.

>
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3. Bagan Susunan Organisasi Dinas diubah menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD,
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 72.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008




LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI PONOROGO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP (TIPE B)

KEPALA DINAS

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

I

BIDANG
PENATAAN DAN PENAATAN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

BIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN,
KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN

KONSERVASI SDA DAN
LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI
PERENCANAAN DAN KAJIAN
DAMPAK LINGKUNGAN

SEKSI
PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN

NOMOR : 72 TAHUN 2019
TANGGAL 19 JULI 2019
]
SEKRETARIAT
I I |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN PENYUSUNAN PROGRAM
DAN PELAPORAN
|
BIDANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN
PERTAMANAN
]
SEKSI

KEBERSIHAN DAN
PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN

SEKSI
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN

SEKSI KOMUNIKASI DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI
KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PERSAMPAHAN DAN
SARANA PRASARANA
PENGELOLAAN SAMPAH
DOMESTIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRKTARIAT DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM/

SEKSI
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KERUSAKAN

SEKSI
PERTAMANAN DAN PENATAAN
KEINDAHAN KOTA

LINGKUNGAN

UPT

BUPATI PONOROGO,
TTD

H. [PONG MUCHLISSONI
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